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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tinakat pertama dalam persidangan maielis hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:
Sukmo Bin Mansvur. umur 26 tahun. agama Islam. pendidikan SD. pekeriaan
Wiraswasta (Sopir mobil CV Sekawang), bertempat tinggal di Dusun
Tamakula Desa Tadui Kecamatan Mamuiu Kabupaten Mamuiu.
selanjutnya disebut Pemohon;
Lawan

Risnayanti Binti Muh. Daud, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekeriaan Urusan Rumah Tanaga. bertempat tinaaal di Dusun Tadui
Desa Tadui Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, selanjutnya
disebut Termohon:

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelaiari berkas perkara:

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti dalam perkara a

quo dipersidangan:

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon telah menaaiukan surat permohonan vang terdaftar pada

Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan register nomor

311/Pdt.G/2017/PA.Mmi. tangaal 20 September 2017 vana pada pokoknva adalah

sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanagal 03 Januari 2013. Pemohon dengan Termohon
melangsungkan pernikahan di Desa Tadui, Kecamatan Mamuju, Kabupaten
Mamuiu dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuiju
Kabupaten Mamuju sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor
24/24/1/12013 tanaaal 01 Januari 2013:
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2. Bahwa sebelum menikah. Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus
Perawan;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut. Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di rumah nenek Pemohon selama 1 Tahun,

4. Bahwa dari pernikahan tersebut. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2
(dua) orang anak, masing-masing bernama: 1.) Nurmala Umur 4 Tahun, 2.)
Muh. Fadiirin Umur 2 Tahun;

5. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan Tergugat semula berjalan
rukun dan baik. tetapi seiak Bulan Januari tahun 2016 antara penagungat dan
tergugat sering terjadi perselfisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan
hubunagan penaqugat dengan terauqat meniadi tidak harmonis laqi.

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggungat
dan tergugat adalah setiap ada masalah Pemohon selalu di tinaaal perai oleh
Termohon, dan Pemohon selaiu di tuduh yang tidak pemah dilakukan oleh
Pemohon, serta sudah pisah tempat tinggal seiak 14 september 2017;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Tanggal
14 September 2017 vana menvebabkan Penaquaat dan Terquaat berpisah
tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban
sebagaimana lavaknva suami istri.

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon merasa tidak

sanqgaup laai meneruskan hidup berumah tanaqa bersama Termohon. Oleh

karena itu, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq.

Maielis Hakim vanag memeriksa dan menqgadili perkara ini kiranva berkenan

memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Mengizinkan Pemohon (Sukmo Bin Mansvur) untuk menaikrarkan talak satu
raji terhadap Termohon (Risnayanti Binti Muh. Daud) di depan sidang
Penaadilan Agama Mamuiu:

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

SUBSIDER:
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Avpabila Maielis Hakim berpendapat lain, mohon putusan vana seadil-adiinva.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap
dipersidanaan. sedanakan Termohon tidak pernah datana menghadap dan tidak
pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan relaas
panoailan vana disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Mamuiju Nomor
311/Pdt.G/2017/PA.Mmj. tanggal 27 September 2017 dan 13 Oktober 2017
Termohon telah dipanqaqil secara resmi dan patut. sedana ketidakhadirannva
tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa selaniutnva maielis hakim menielaskan kepada Pemohon tentana
kewajiban untuk menempuh proses mediasi apabila para pihak hadir, namun
karena Termohon tidak pernah hadir maka tahapan mediasi tidak dapat
dilaksanakan.

Bahwa dalam setiap persidanaan maielis hakim telah berupava menasihati
Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap
inain bercerai dengan Termohon.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat
permohonan Pemohon oleh ketua maielis. dan Pemohon menvatakan tetap pada
isi dan maksud permohonannya.

Bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang di persidangan untuk
membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon, tetapi karena perkara ini termasuk
perkara perkawinan vana mempunvai hukum acara khusus. maka Pemohon tetap
dibebani pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan daiii permohonannya. Pemohon telah
mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 24/24/1/2013 tertanagal 01 Januari 2013.
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, yang telah
dicocokkan dengan aslinva dan ternvata cocok, bermateraikan cukup serta
dinazegelen selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa disampina alat bukti surat tersebut Pemohon juaa mengaiukan bukti
2 (dua) orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara
persidangan perkara ini masing-masina bernama:
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1. Suhardi bin Lenana. vana telah memberikan keterangan di bawah sumpah
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal denaan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
ipar Pemohon.

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri:

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah nenek Pemohon selama 1 tahun:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tanaaa Pemohon dan Termohon pada awalnva
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering teriadi perselisihan dan pertengkaran vana
terus menerus;

- Bahwa Perselisihan dan pertenakaran Pemohon dan Termohon teriadi
sejak Januari 2016;

- Bahwa pevebab perselisihan dan pertenagkaran antara Pemohon dengan
Termohon karena Termohon pergi dan telah menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penagugat dan
Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasit;

- Bahwa Pemohon sudah pisah tempat tinagal dengan Termohon seiak
bulan Januari 2016;

2. Amman K bin Ka'i. vana telah memberikan keteranaan di bawah sumpah vana
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal denaan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
Paman Pemohon.

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri:

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah nenek Pemohon selama 1 tahun:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awainva
berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak
harmonis lagi karena sering teriadi perselisihan dan pertenakaran vana
terus menerus;
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- Bahwa Perselisihan dan pertenakaran Pemohon dan Termohon teriadi

sejak Januari 2016;

- Bahwa pevebab perselisihan dan pertenakaran antara Pemohon dengan

Termohon karena Termohon pergi dan telah menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Penaauaat dan Teraugat
namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sudah pisah tempat tinggal dengan Termohon seijak bulan

Januari 2016;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon menvatakan
keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan menyatakan tidak mengajukan
bukti laqi, selanjutnva menvampaikan kesimpulan secara lisan vana pada
pokoknya bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon
putusan:

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal
sebagaimana termuat dalam berita acara persidanaan perkara ini sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b
Peraturan Mahkamah Aaquna Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun
2016, majelis hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha
mendamaikan Pemohon denaan menasehati Pemohon aqar kembali rukun
membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1)
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 avat (1
dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4)
Undana-undang Nomor 7 tahun 1989 tentana Peradilan Aaama serta Pasal 143
ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Isiam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu
Penaadilan Agama memeriksa dan menqadilinva.
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Menimbana. bahwa Pemohon datana menahadap di persidanaan.
sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan atau
menvuruh orang lain menghadap sebagai kuasanva, meskipun telah dipanaqil
secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini berdasarkan Pasal 149 Rbg
diperiksa tanpa hadirnva Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan
keterangan Pemohon dipersidangan, maka vang meniadi permasalahan dalam
perkara ini adalah apakah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah
teriadi perselisihan dan pertenakaran vana terus menerus dan sudah pecah
mengakibatkan pisahnya tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan untuk hidup
rukun dalam rumah tanaga?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu
dalam hal putusan diiatuhkan tanpa hadirmva Termohon. maka permohonan
Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut
beralasan dan berdasar hukum, dan atas svarat itu pula maka maijelis hakim
membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbanda. bahwa untuk menauatkan dalil permohonannva Pemohon
dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan alat bukti 2 (dua) orang
saksi. dan maielis hakim akan mempertimbanakan alat-alat bukti tersebut sebagai
berikut:

Menimbana. bahwa bukti (P.) vana diaiukan Pemohon vana merupakan
akta otentik yang telah memenuhi syarat formii dan materit pembuktian;

Menimbana, bahwa berdasarkan bukti (P.) Pemohon dan Termohon
terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum,
sebagaimana maksud pasal 7 avat (1) Kompifasi Hukum Islam:

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon,
kedua saksi tersebut telah memenuhi svarat sebagai saksi. dan meneranakan di
bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta
memberikan keterangan vanag saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil
Permohonan Pemohon, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat
dipertimbanakan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Ba:
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Menimbana. bahwa berdasarkan keteranaan Pemohon dipersidanaan
dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara a quo baik bukti surat maupun
bukti 2 (dua) orana saksi vana memberikan keterangan dimuka persidangan,
maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon dangan Termohon adalah suami isteri vana
pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun laai seiak
Januari 2016 yang disebabkan oleh karena Termohon pergi dan telah
menikah denaan laki-laki lain:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tingga!l sejak bulan
Januari 2016 vang sampai sekarang sudah tidak salina memperdulikan lagi:

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan menasehati Pemohon
namun tidak berhasil:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakia tersebut di atas, telah
menunjukkan suatu keadaan atau kondisi vana tidak harmonis lagi dalam
kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut
telah teraambar dari adanva perselisihan dan pertenakaran vana terus menerus
dan berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri
dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam diielaskan: "Perceraian
dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam
rumah tangga".

Menimbana. bahwa fakta vana teriadi dalam rumah tanaaa Pemohon dan
Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus dengan
teriadinva pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) 8 bulan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorana pria denaan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau
rumah tanaaa vana bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yanag Maha Esa”.
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Menimbana. bahwa apa vana dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu
keterikatan baik iahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang
sangat uraen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut
menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat
ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin:

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon, telah menuniukkan hilangnva kebahagiaan dan ketenteraman vang
berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon
vana sampai sekarana selama kurana lebih 1 (satu) tahun 8 bulan keduanva tidak
saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari
rumah tangaa vana tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah
menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara
Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur vana salina teraantung
antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai Suami tidak lagi merasa
memiliki Istrinva vaitu Termohon begitu juga sebaliknva, inilah vang disebut
pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang. bahwa untuk menilai pecahnva suatu perkawinan tidak laqi
mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang
meniadi penvebabnva berdasarkan dokirin matrimonial quilt. tetapi menaikuti
perkembangan hukum perceraian sekarang adalah menerapkan doktrin broken
marriage vakni pecahnva perkawinan sebaagai standar penvelesaian senaketa
perkawinan, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu
sendiri, oleh karenanva tidaklah pentina menitikberatkan dan mengetahui siapa
yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan
tetabi vana terpentina adalah menaetahui keadaan senvatanva vana teriadi dalam
rumah tangga Pemohon dan Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Aquna RI. Nomor:28 PK/AG/1995. tanaaal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa demikian juga telah sejalan dengan Yurisprudensi
Mahkamah Aauna Rl Nomor 273 K/AG/1998 tanaaal 17 Maret 1999 vana diambil
alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa, cekcok,
hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama. salah satu pihak tidak
berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan

fakta vana cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (fy PP. Nomor 9

Hal. 8 dari 12 Put. No. 311/Pdt. G/2017/PA.Mmyj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



tahun 1975 tentana Pelaksanaan Undana-Undana Nomor 1 tahun 1574 tentana
perkawinan jo. pasal 116 huruf (f} Kompilasi Hukum Islam.

Menimbana. bahwa adanva usaha keluaraa Pemohon vana ingin
merukunkan Pemohon dengan Termohon serta upaya majelis hakim pada setiap
kesempatan persidanaan menasihati Pemohon acar tetap mempertahankan
keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap
bertekad untuk bercerai dengan Termchon dan Termohon sudah tidak mau
menemui Pemohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan
baai suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun laqai dalam membina
rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam
adalah “mitsagan oholidzan® perianiian vana kuat dan suci. vana untuk
memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika
pada kenvataan wuiud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah’. ini
berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi
ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 io Pasal
116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbana. bahwa berdasarkan pertimbanaan tersebut di atas, maielis
hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan
tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana vang
dimaksud oleh ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116
huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbana. bahwa Maielis Hakim periu menaemukakan dalil al-Qur'an
surah al-Baqgarah ayat 227 yang berbunyi:

&
PR BRGRT & AP 1 ST A I PO

}._-,ll-c,..‘k" an) UP ) i ga - Ol

Artinva: “dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak. maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui’.

Menimbana. bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria vang
terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat
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lagi meneaakkan kehidupan rumah tanaga vana sakinah, mawaddah dan rahmah
dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang
lebih besar atau aspek mudharat vang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan
yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah
rumah tanaga. maka maielis hakim berkevakinan bahwa adalah lebih lavak rumah
tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut
untuk diceraikan:;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas. maka maielis hakim berpendanat bahwa Pemohon telah berhasil
membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan
hukum untuk mengabulkan permohonan Pemochon dengan memberikan izin
kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rajii terhadap Termohon didepan
sidana Penaadilan Aqama Mamuiu:

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 vang telah diubah dengan Undana-Undana Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama. maka Maielis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Mamuju untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai
Pencatat Nikah vana mewilavahi tempat tinaqal Pemohon dan Termohon serta
tempat Pernikahan atau perkawinan dilangsungkan;

Menimbang. bahwa berdasarkan Pasal 89 avat (1) Undana-Undana Nomor
7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua Undana-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Pemohon:

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan
perundangan lainnva vana berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menvatakan Termohon vana telah dipangail secara resmi dan patut untuk
menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek:
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3. Memberi izin kepada Pemohon (Sukmo Bin Mansvur) untuk meniatuhkan
Talak satu raji terhadap Termohon (Risnayanti Binti Muh. Daud) di depan
Sidana Penaadilan Agama Mamuiu:

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mamuju untuk
menvampaikan Salinan Penetapan lkrar Talak kepada Peaawai Pencatat
Nikah (PPN) apda Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten
Mamuiu untuk dicatat dalam daftar vang disediakan untuk itu:

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.391.000,- (tiga
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim

pada hari Kamis tanaaal 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tangaal 29
Muharram 1439 Hijriyah oleh kami: Mansur, S.Ag., M.Pd.l, sebagai hakim ketua
maielis. Marwan Wahdin. S.HI dan Naharuddin. S.Aa..MH. masina-masina
sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam
sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan dihadiri para hakim angqota
serta didampingi oleh Yahya, S.H! sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri
oleh Pemohon tanpa hadirnva Termohon:

Ketua Majelis

ttd
Mansur, S.Ag., M.Pd.|

Hakim Anagota | Hakim Anagota Il
ttd tid
Marwan Wahdin, S.HI Naharuddin, S.Ag.,MH.

Panitera Penaganti.

ttd
Yahya, S.H!
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Rincian Biava Perkara:
1. Biaya Pendaftaran
2. Biava ATK Perkara
3. Biaya Panggilan
4. Biava Redaksi
5. Biaya Materai

Rp.
Ro.
Rp.
Rp.
Rp.

Pn

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
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